
Ribuan Rp.

Pos
Nominal Dalam Ribuan Rupiah

L DPK KL D M Jumlah

KAP DAN RASIO

Penempatan pada bank lain 21,984,000 0 0 21,984,000

KREDIT YANG DIBERIKAN

a. Kepada BPR 0 0 0 0 0 0

b. Kepada Bank Umum 0 0 0 0 0 0

c. Kepada non bank – pihak terkait 1,170,892 0 0 0 0 1,170,892

d. Kepada non bank – pihak tidak terkait 88,502,659 9,691,017 920,583 6,709,382 24,499,583 130,323,224

Jumlah Aset Produktif 111,657,551 9,691,017 920,583 6,709,382 24,499,583 153,478,116

RASIO – RASIO %

a. KPMM 22.28

b. KAP 19.54

c. PPAP 100.00

d. NPL (neto) 24.34

e. ROA 0.15

f. BOPO 98.49

g. LDR 80.72

h. Cash Ratio 19.73

1. Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset paling sedikit Rp10 M wajib diaudit oleh Akuntan Publik

2. Laporan keuangan tahunan BPR dengan total aset kurang dari Rp10 M wajib dipertanggungjawabkan dalam RUPS atau diaudit oleh Akuntan Publik

Hal:  1/ 28/26/2022 9:53:10 AM

601320 - PT BPR Sinar Mitra Sejahtera

Laporan Publikasi Triwulanan
Laporan Kualitas Aset Produktif

Jalan Abdul Rahman Saleh Nomor 199, Kembangarum, Semarang  Barat

30 Juni 2022

Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN



3. Informasi keuangan di atas disusun untuk memenuhi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR, Surat Edaran OJK No.39 
/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR, dan Surat Edaran OJK No.16 /SEOJK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang 
Perubahan Surat Edaran OJK No.39 /SEOJK.03/2017 tentang Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR

4. Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR

5. Penyajian Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR

Hal:  2/ 28/26/2022 9:53:10 AM

601320 - PT BPR Sinar Mitra Sejahtera

Laporan Publikasi Triwulanan
Laporan Kualitas Aset Produktif

Jalan Abdul Rahman Saleh Nomor 199, Kembangarum, Semarang  Barat

30 Juni 2022

Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang

UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN


